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MENGINGAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAI{

ITOMOR ttl/tg I t lTtrrs /Kep-DPRD/Ll2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATT'RAN DEWAIT PERWAKILAIT
RAI(YAT DAIRAH KOTA MEDAI{ IYOMOR 1 TAIIUIT 2018

TEITTANG PERATI'RAT{ TATA TERTIB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 134
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten / Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan perlu disesuaikan ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Dewan
Perwalilan Raliryat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ;

1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3550);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2Ol1 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambaltan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4575);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republi Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 120 Tahun
2018 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (l,embaran Daerah
Kota Medan Tahun 2016 Nomor l5,Tambahan lrmbaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2077 ter,tang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2017 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 20 18 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor4S);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 , Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota
Medan Nomor 74);

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 2 Janwari 2O2O.

2. Laporan hasil Rapat Kelompok Keq'a (Pokja) Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang
Penyusunan Tata Tatib DPRD Kota Medan Tahun 2020

tanggal 6 Januari 2020.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Medan tanggal 6 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DA.ERAH

TENTANG PERTTBATIAN ATAS PERATURAN DEWAN

PERWAKILAI{ RAIIYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
1 TAIII'N 2018 TEI{TANG PERATURAN TATA TERTIB.

Menyetujui Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah , sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib, yang telah disetujui selanj utnya akan disampaikan
kepada Plt.Wali Kota Medan untuk di undangkan dalam
Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020.

KESATU

KEDUA



KETIGA

Tembusan:
Plt. Wali Kota Medan
Pimpinan DPRD Kota Medan
Pimpinan Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
Sekretaris DPRD Kota Medan
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan
perbaikan kembali, jika temyata dikemudian hari terdapat
kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dltetapkan di: MEDAN
Pada tanggal : fi,rlanuarl 2O2O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN,

Ketua,

HASYIM,S.E.

1.

.\ 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


